BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 54 TAHUN
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf e angka 1 huruf D BAB
VI lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
dan berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Nomor:
611/01 tanggal 19 Januari 2022 perihal Permohonan
Peganggaran Kembali Program IPDMIP sebelum Perubahan
APBK Tahun Anggaran 2022 dan Perjanjian Hibah Daerah
(PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten
Aceh Utara untuk Integrated Participatory Development and
Management of Irrigation Program (IPDMIP) Nomor: PHD-
016/IPDMIP/PK/2018 tanggal 14 Januari 2018 serta
Pengalihan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan
Pernyataan Bencana oleh Bupati Aceh Utara Nomor:
360/2/2022 yang menyatakan telah terjadi bencana alam
banjir akibat curah hujan yang tinggi, maka Peraturan Bupati
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun
Anggaran 2022 perlu disesuaikan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor
54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022.



Mengingat

.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43595);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2013 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 605);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
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Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2020 tentang
Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus kepada Beberapa Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2020;

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 253);

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2022; (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun
2021 Nomor 5);

Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 54 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Kabupaten Aceh
Utara Tahun 2021 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor
54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 54) diubah sebagai
berikut:
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1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran
2022 direncanakan sebesar Rp. 2.462.969.691.134,- (dua
triliun empat ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus
enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu
ribu seratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar
Rp. 761.601.450 (tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus
satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp.
2.463.731.292.584 (dua triliun empat ratus enam puluh tiga
miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan
puluh dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), yang
terdiri atas :

a. pendapatan asli daerah,;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 8

(1) Anggaran Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang
Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
direncanakan sebesar Rp. 1.852.213.427,- (satu miliar
delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga belas
ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah
sebesar Rp. 761.601.450,- (tujuh ratus enam puluh satu
juta enam ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah)
menjadi sebesar Rp. 2.613.814.877,- (dua miliar enam
ratus tiga belas juta delapan ratus empat belas ribu
delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yaitu merupakan
Pendapatan Hibah Integrated Participatory Development
and Management of Irrigation Program (IPDMIP).

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp. 1.852.213.427,- (satu miliar
delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga belas
ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah
sebesar Rp. 761.601.450,- (tujuh ratus enam puluh satu
juta enam ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah)
menjadi sebesar Rp. 2.613.814.877,- (dua miliar enam
ratus tiga belas juta delapan ratus empat belas ribu
delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

3. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 24

Pelaksanaan Perubahan penjabaran APBK yang
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih
lanjut dalam dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal _10 Maret 2022 M
T Sya’ban 1443 H

AL ACEH UTARA, S?

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal ¥ Maret 2022 M
T Sya’ban 1443 H

ARIS DAERAH
INACEH UTARA,

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2022 NOMOR 2



